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BUPATI ACEH BESAR 

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR 
NOMOR 26 TAHUN 2022 

TENTANG 

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN ANGGARAN 2022 

Menimbang : 

Mengingat : 

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA 

a. 

BUPATI ACEH BESAR, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 
Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2022 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2022, periu 
ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2022; 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang FPenjabaran Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh 
Besar Tahun Anggaran 2022; 

Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten 
Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1092); 
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan ~ Keistimewaan Propinsi Daerah 
Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3893); 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Republikindonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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10. 

11; 

12. 

13. 

14. 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan  Pengelolaan dan  Tanggungjawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421); 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang 
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6573); 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan 
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5155); 
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5165); 



21. 

22, 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5272); 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 

Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomer 6523); 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 
tentang Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6057); 
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 
Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 



2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
1447); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 
2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2021 Nomor 926); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 1781); 

25. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2006 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Daerah Kabupaten 
Aceh Besar Tahun 2006 Nomor 03, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 03); 

26. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Kabupaten 
Aceh Besar Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan 

Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 55); 
27. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2017 

tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten 

Aceh Besar (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 

2017 Nomer 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh 

Besar Nomor 58): 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN 
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN ANGGARAN 2022. 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari Daerah Provinsi Aceh 
sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan 
khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan 
dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik 
Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati. 

Eemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah 
abupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara pemerintahan 



daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Organisasi Perangkat 
Daerah Kabupaten Aceh Besar. 

3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar 
yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan 
berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. 

4. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang 
meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, 
pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah; 

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya 
disebut APBK adalah rencana keuangan tahunan daerah yang 
ditetapkan dengan Qanun. 

Pasal 2 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten 
Aceh  Besar Tahun Anggaran 2022 semula berjumlah Rp. 
1.910.175.642.339,00 bertambah sejumlah Rp. 32.182.587.095,00 
sehingga menjadi Rp. 1.942.358.229.434,00 dengan rincian sebagai 
berikut: 

1. Pendapatan Daerah 

a. Semula Rp.1.811.175.642.339,00 

b. Bertambah/(berkurang)  Rp. 95.079.562.761,00 

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 1.906.255.205.100,00 

2. Belanja Daerah 

a. Semula Rp.1.910.175.642.339,00 

b. Bertambah/(berkurang) Rp.  31.182.587.095,00 

Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp.1.941.358.229.434,00 

Surplus/(Defisit) setelah Perubahan Rp. (35.103.024.334,00) 

3. Pembiayaan Daerah 

a. Penerimaan pembiayaan 

1) Semula Rp. 99.000.000.000,00 
2) Bertambah/(berkurang) Rp. (62.896.975.666,00 

Jumlah Penerimaan pembiayaan setelah Perubahan Rp. 36.103.024.334,00 

b. Pengeluaran pembiayaan 



1) Semula Rp. 0,00 

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 1.000.000.000,00 

Jumlah Pengeluaran pembiayaan setelah Perubahan  Rp. 1.000.000.000,00 

Jumlah Pembiayaan netto setclah perubahan Rp. 35.103.024.334,00 

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp 0,00 

Pasal 3 

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini terdiri dari: 

1. LampiranI Ringkasan Penjabaran Perubahan APBK Yang 
Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, 
Rincian  Objek, Pendapatan Belanja dan 
Pembiayaan; 

2. Lampiran II Penjabaran Perubahan APBK Menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, 
Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, 
Rincian  Objek, Pendapatan, Belanja dan 
Pembiayaan; 

3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan 
Besaran Hibah; 

4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan 
Besaran Bantuan Sosial; 

5. Lampiran V Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah, Organisasi Program, 

Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, 
Rincian  Objek, Pendapatan, Belanja dan 
Pembiayaan; 

6. Lampiran VI Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi 
dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH- 
Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan 
Femerintahan Daerah, Organisasi Program, 
Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, 
Rincian  Objek, Pendapatan, Belanja dan 
Pembiayaan; 

7. Lampiran VII Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut 
Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi 

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, 
| Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja 

dan Pembiayaan; 

& Lampiran VIII Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ 
Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam 

o\ 



Qanun tentang APBK dan Peraturan  Bupati 
tentang Penjabaran APBK dengan Program 
Prioritas Perbatasan Negara. 

Pasal 4 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 5 

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBK yang ditetapkan dalam 
Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen 

pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat dacrah sesuai dengan 

ketentuan perundang- undangan. 

Pasal 6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Aceh Besar. 

Diundangkan di Kota Jantho 
pada tanggal 31 Oktober 2022 M 

S\Rabiul Akhir 1444 H 
Q- 

&/SEKRETAR) :-r\- ERAH d 

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2022 NOMOR 26


